
BUPATITUBAN 
PROVINSI JAWA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN 

NOMOR 11 TAHUN 2016 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TUBAN, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Kepala Daerah 

menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan 

dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah 
' tahun anggaran berakhir; .~ 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan pertaligungjawaban 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggatan 

2015; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembent\lkan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi l)JWA 
Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-tl~ 

Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik I~ 

Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negant ~ 
Tnr'lnnP.~iA Nnmnr ?7~0l· 



... 
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3851); 

4. Undang-Undang Nomor 1 7 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang. Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun.2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rep.ublik· 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lembaran NctllU!ll 



12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan W akil Kepala Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4712); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana 

telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5340); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun- · ·2005 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Ne2ara Reoublik Indonesia 



19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi 

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 

Masyarakat (Lembaran Negara Republilc Indonesia Tahun 2007 

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4693); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4 738); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5165); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5219); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

26. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan 

Tenaga Kependidikan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten tang 

Pedoman Pengelolaan, Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011: 



28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di 

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 201 0; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

Pada Pemerintah Daerah; 

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2015; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2007 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2007 Seri E Nomor 21); 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 1); 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2011 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban 

Tahun 2011 Seri B Nomor 1); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 2); 

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 3); 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 08 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tu.ban Tahun 2011 Seri C Nomor 4); 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2011 

tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 8P.ri ~ Nomnr !=l\• 



39. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 10 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 6); 

40. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2011 Seri C Nomor 7); 

41. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Tahun 2011 Seri C Nomor 

8); 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 18 Tahun 2011 

tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Pihak Ketiga 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Tuban Nomor 17 Tahun 2014 (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri E Nomor 06); 

43. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 01 Tahun 2012 

tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 1); 

44. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 02 Tahun 2012 

tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 2); 

45. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2012 

tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 3); 

46. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 04 Tahun 2012 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri B Nomor 

01); 

47. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 05 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 

5); 

48. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 06 Tahun 2012 

ten tang Retribusi Penyediaan dan/ atau Penyedotan Kakus 

(Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri C Nomor 

6); 



49. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 07 Tahun 2012 

tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 7); 

50. Peraturan Daerah Kabupaten Tu ban Nomor 08 Tahun 2012 

tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Toban Tahun 2012 Seri C Nomor 8); 

51. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 17 Tahun 2013 

tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri A Nomor 08); 

52. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 09 Tahun 2014 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tu ban Seri A 

Nomor 03); 

53. Peraturan Daerah Kabupaten Toban Nomor 17 Tahun 2015 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Toban 

Tahun 2015 Seri A Nomor 5); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN 

clan 

BUPATI TUBAN, 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah berupa laporan keuangan yang memuat : 

a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 

d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Arus Kas; 

f. Laporan Perubahan Ekuitas; 



' (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilampiri dengan Laporan Keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/ Perusahaan Daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut: 

a. Pendapatan Rp. 2.017.855.147.213,16 

b. Belanja Rp. 1.998.111.557.092, 18 

Surplus Rp. 19.743.590.120,98 

c Pembiayaan 

- Penerimaan 

- Pengeluaran 

Rp. 276.882.746.354,50 

Rp. 2.607 .500.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 274.275.246.354,50 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 sebagai berikut: 

( 1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 

Rp.29.900.073.374,61 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp. 1.987.955.073.838,55 

b. Realisasi Rp. 2.017.855.147.213,16 

Selisih Lebih Rp. 29.900.073.374,61 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 

Rp.259.096.411.469,33 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran Rp.2.257.207.968.561,51 

b. Realisasi Rp. 1.998.111.557.092,18 

Selisih Kurang Rp. 259.096.411.469,33 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah 

Rp.288.996.484.843,94 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Defisit Anggaran Rp. 269.252.894.722,96 

b. Surplus Realisasi Rp. 19.743.590.120,98 

Selisih Lebih Rp. 288.996.484.843,94 

(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 

sejumlah Rp. 605.148.368,46 dengan rincian sebagai berikut : 

a. Anggaran penerimaan pembiayaan Rp. 277.487.894.722,96 

b. Realisasi Rp. 276.882.746.354.50 

Selisih Kurang Rp. 605.148.368,46 



(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 

sejumlah Rp. 5.627.500.000,00 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 8.235.000.000,00 

b. Realisasi Rp. 2.607.500.000,00 

Selisih Kurang Rp. 5.627 .500.000,00 

(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah 

Rp.5.022.351.631,54 dengan rincian sebagai berikut: 

a. Anggaran pembiayaan netto 

b. Realisasi 

Selisih Lebih 

Pasal 5 

Rp.269.252.894.722,96 

Rp.27 4.275.246.354,50 

Rp. 5.022.351.631,54 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 ayat ( 1) huruf b Tahun Anggaran 2015 dengan rincian 

sebagai berik:ut: 

a. Saldo anggaran lebih awal 

b. Penggunaan SAL sebagai penerimaan 

pembiayaan tahun berjalan 

c. Sisa Lebih/Kurang pembiayaan 

anggaran (SiLPA/SiKPA) 

d. Saldo anggaran lebih akhir 

Pasal 6 

Rp. 250.431.954.314,24 

Rp. (250.431.954.314,24) 

Rp. 294.018.836.475,48 

Rp. 294.018.836.475,48 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 

Desember Tahun 2015 sebagai berik:ut: 

a. Jumlah aset Rp. 4.465.044.292.476,35 

b. Jumlah kewajiban Rp. 21.385.216.425,00 

c. Jumlah ek:uitas Rp. 4.443.659.076.051,35 

Pasal 7 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 1) 

huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2015 sebagai berik:ut: 

a. Pendapatan laporan operasional 

b. Beban laporan operasional 

Rp. 2.172.163.212.093,12 

Rp. 1.970.738.714.217,26 

c. Surplus/(defisit) kegiatan operasional Rp. 201.424.497.875,86 

d. Surplus/ (defisit) kegiatan 

non-operasional 

e. Pos luar biasa 

Rp. 

Rp. (856.917.321,00) 



Pasal 8 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 

Tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Saldo awal kas 1 Januari Tahun 2015 Rp. 250.431.954.314,24 

b. Arus kas dari aktivitas operasi Rp .. 405.370.296.219,92 

c. Arus kas dari aktivitas investasi aset Rp. (385.626.706.098,94) 

non - keuangan 

d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan 

e. Arus kas dari aktivitas non anggaran 

f. Saldo akhir kas di BUD/ Kas Daerah 

g. Saldo akhir kas di Bendahara 

Pengeluaran 

h. Saldo akhir kas di Bendahara 

Penerimaan 

1. Saldo akhir kas di BLUD 

Rp. 23.843.292.040,26 

Rp. 

Rp. 266.889.037.341,66 

Rp. 

Rp. 55.456.475,00 

Rp. 16.041.573.270,82 

1. Saldo akhir kas di Bendahara JKN Rp. 11.088.225.863,00 

J. Saldo kas akhir per 31 Desember 2015 Rp. 294.074.292.950,48 

Pasal 9 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 

Desember Tahun 2015 sebagai berikut: 

a. Ekuitas awal Rp. 4.973.912.982.495,36 

b. Surplus/ (defisit} laporan operasional Rp. 200.567 .580.554,86 

c. Dampak kumulatif perubahan 

kebijakan/kesalahan mendasar 

d. Ekuitas akhir 

Pasal 10 

Rp. (730.821.486. 998,86) 

Rp. 4.443.659.076.051,35 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2015 memuat informasi secara 

kuantitatifatas pos-pos laporan keuangan. 



Pasal 11 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam 

Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peratu.ran Daerah ini, yang terdiri dari : 

a. Lampiran I 

Lampiran 1.1 

Lampiran 1.2 

Lampiran 1.3 

Lampiran 1.4 

. Laporan realisasi APBD; 

. Ringkasan laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah dan 

organisasi; 

Rincian laporan realisasi anggaran 

menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, pendapatan, belanja dan 

pembiayaan; 

· Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah menurut urusan pemerintahan 

daerah, organisasi, program dan kegiatan; 

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja 

daerah untuk keselarasan dan 

keterpaduan urusan pemerintahan daerah 

dan fungsi dalam kerangka pengelolaan 

keuangan daerah; 

Lampiran 1.5 · Daftar jumlah pegawai per golongan per 

jabatan 

Lampiran 1.6 · Daftar piutang daerah; 

Lampiran I. 7 · Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Lampiran 1.8 Daftar realisasi penambahan dan 

Lampiran I.9 

Lampiran 1.10 

pengurangan aset tetap daerah; 

· Daftar perkiraan penambahan dan 

pengurangan aset lainnya; 

Daftar kegiatan-kegiatan yang belum 

diselesaikan sampai akhir tahun dan 

dianggarkan kembali dalam tahun 

anggaran berikutnya (DPA-L); 

Lampiran 1.11 . Daftar dana cadangan daerah; 



Lampiran I.12 . Daftar pinjaman dan obligasi daerah; . 

b. Lampiran . II . Neraca daerah . 
c. Lampiran III . Laporan arus kas 

d. Lampiran IV . Laporan operasional . 

e. Lampiran V . Laporan perubahan saldo anggaran lebih . 

f. Lampiran VI . Laporan perubahan ekuitas . 
g. Lampiran VII . Catatan atas laporan keuangan . 

h. Lampiran VIII . Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha 

Milik Daerah 

Pasal 12 

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut 

dari Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan 

APBD. 

Pasa1 13 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 

Daerah Kabupaten Tu.ban. 

Diundangkan di Tu.ban 

pada tanggal 2ll: Juli. Z116 

SEKRETARIS DAERAH, 

' 

Ditetapkan di Tuban 

pada tanggal 26 Jul:i. 211, ,, 

BUPATI 

H. FATHUL BUDA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUB.AN TAIIUN 2016 SERI A 1'0IIOR 2 


